KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 126/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IV/2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA

TENGGARA BARAT TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang

a. Ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan
wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah
menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk
setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

. Pasal 65 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang
menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP  Aceh
menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh

tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan

Penetapan . . .
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penetapan hasil Pemilihan Gubenur dan Wakil

Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan ini;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pedoman Teknis
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat
Tahun 2018;

. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5898);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan . . .
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4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa
Tenggara Barat Nomor: 56/HK.03.1-
Kpt/52/Prov/Vi/2017 Tentang Pedoman Teknis
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa

Tenggara Barat Tahun 2018;

Memperhatikan . . .
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Pemilihan Umum
482 /PK.01-
2018 tentang

Berita Acara Rapat Pleno Komisi
Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor:
BA/52/Prov/IV/2018 tanggal 6 April

Penetapan dan

Pedoman Teknis Pemungutan
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEDOMAN
TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA BARAT TAHUN 2018.
Menetapkan Pedoman Teknis Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Tahun 2018

tercantum dalam Lampiran [ dan

Rekapitulasi

Gubernur Nusa Tenggara Barat
sebagaimana
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
Pedoman Teknis

KESATU sebagai panduan dalam proses pelaksanaan

sebagaimana dimaksud Diktum

Rekapitulasi Hasil Dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 6 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

)|
=\t

ALLY)

Kepala Bagian Hukum,

ttd.
Teknis dan

LALU AKSAR ANSORI

jdih.kpu.go.id/ntb




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR:126/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IV/2018
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

BAB 1
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
ayat (3) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas
dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur adalah menyusun dan menetapkan
pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Bahwa sesuai pula dengan ketentuan pasal 65 Ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota, yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan
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keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis rekapitulasi
hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur dengan berpedoman pada keputusan ini.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Pedoman Teknis tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara
Barat Tahun 2018 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi PPK dan
KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan
suara dan bagi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melakukan
rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan

Gubenur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

C. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Pedoman Teknis ini adalah mengatur tata cara
melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil
pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat

Tahun 2018, yaitu:

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 dilakukan secara
berjenjang sebagai berikut:

a. Kecamatan;

b. Kabupaten/kota; dan

c. Provinsi

2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan sebagai berikut:

a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;

b. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pada tingkat
kabupaten/kota; dan

c. KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan rekapitulasi pada

tingkat provinsi.

D. PENGERTIAN UMUM
Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat
Tahun 2018 selanjutnya disebut Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur NTB Tahun 2018, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat

di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memilih Gubernur
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dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat secara langsung dan
demokratis.

Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah lembaga
penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan
umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan
Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang
selanjutnya disebut KPU Provinsi NTB adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang
diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur NTB Tahun 2018 berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut
KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan
umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan
tugas menyelenggarakan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur NTB tahun 2018 di wilayah kabupaten/kota berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk
menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB
Tahun 2018 di Tingkat Kecamatan.

Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk
menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB
Tahun 2018 di Tingkat Desa/Kelurahan.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya
disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk
menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan
Suara.

Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah
tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
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Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu,
adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan
umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam undang- undang Pemilihan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat,
selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi NTB, adalah lembaga
penyelenggara pemilihan umum di wilayah provinsi yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan
wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang Pemilihan.

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya
disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh
Bawaslu Provinsi NTB yang Dbertugas untuk mengawasi
penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut
Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas
Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 di
wilayah kecamatan.

Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL
adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk
mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur NTB Tahun 2018 di Desa/Kelurahan.

Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut
Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas
Kecamatan untuk membantu PPL.

Pasangan Calon adalah Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
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17.

18.

19.

20

21

22,

23

24.

" -

Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di
TPS dengan cara mencoblos surat suara yang memuat nomor urut,
foto, dan nama Pasangan Calon.

Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk
menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon dan surat
suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan
dan surat suara yang rusak/keliru coblos.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan
hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota
dan KPU Provinsi NTB.

Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan
Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus
yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada
Pemilihan yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan
Calon.

Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang
yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim
kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan
penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi hasil penghitungan
suara.

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi
kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan
telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi NTB untuk
melakukan pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
NTB Tahun 2018.

Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang
mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk
melakukan pemantauan Pemilihan.

Sistem Informasi Penghitungan suara yang selanjutnya disebut
Situng, adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi
dalam pelaksanaan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.

Hari adalah hari kalender.
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BAB II
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

TAHAPAN REKAPITULASI

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur NTB Tahun 2018 dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

1
2.
3.

Tingkat Kecamatan,
Tingkat Kabupaten/Kota; dan

Tingkat Provinsi

PROSES REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada

Huruf A dilakukan sebagai berikut:

1.
P

PPK melakukan rekapitulasi pada Tingkat Kecamatan;

KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pada Tingkat
Kabupaten/Kota; dan

KPU Provinsi NTB melakukan rekapitulasi pada Tingkat Provinsi.

FORMULIR YANG DIGUNAKAN

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB

Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Huruf A, terdiri atas formulir:

1.

Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan
Kotak Suara hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
kepada PPK melalui PPS;

Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan
Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam
wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat Kecamatan;
Model DAA.Plano-KWK/DA1.Plano-KWK merupakan Catatan Hasil
Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap TPS/Desa atau sebutan
lain/Kelurahan di tingkat Kecamatan yang berukuran plano;

Model DA/DB/DC-KWK merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;

Model DA1/DB1/DC1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
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3 s

PPS

N, A

Model DA2/DB2/DC2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus
dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;

Model DA3/DB3/DC3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat di
bawahnya,;

Model DA4/DB4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
kepada tingkat di atasnya;

Model DAS/DB5/DC5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan;

Model = DA6/DB6/DC6-KWK  merupakan  Undangan  Rapat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap
tingkatan; dan

Model DA7/DB7/DC4-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap

tingkatan.

BAB III
PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir
Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada PPK melalui PPS pada hari
yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS.

Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir

Model C-KWK dan Model C1-KWK dari KPPS di wilayah kerjanya

sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPS:

a. mengumumkan Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil
Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya
menggunakan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK,
dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di
Desa /kelurahan;

b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak

membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak
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merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak
menghilangkan kotak suara;

c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS
di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan
hari Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian
setempat; dan

d. Membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan.

3. Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK
sebagaimana dimaksud pada Angka 2 huruf ¢, PPS membuat surat
pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dengan
menggunakan formulir Model D-KWK.

4. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau
ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai
sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada Angka 2 huruf ¢, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK

paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.

PPK

1. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana
dimaksud dalam Huruf A angka 2 huruf c¢ dengan menggunakan
formulir Model DA3-KWK.

2. PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada
angka 1 pada tempat yang memadai dan dapat dijamin

keamanannya.

KPU KABUPATEN/KOTA

PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C-KWK dan Model
C1-KWK kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemindaian atau
scan dan mengunggah atau upload hasil pemindaian atau scan formulir
tersebut kedalam Situng untuk diumumkan pada laman KPU, KPU

Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota pada hari yang sama.
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BAB IV
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI KECAMATAN

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat

a.

PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari

PPS sebagaimana dimaksud dalam Bab III Huruf A angka 2

huruf c.

PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan membagi

jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.

Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan agar

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan

sesuai ldengan jadwal tahapan.

Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta

rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana

dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum

pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana

dimaksud pada huruf d dihadiri oleh:

1) Saksi;

2) Panwas Kecamatan; dan

3) PPS dan Sekretariat PPS.

Surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus

dicantumkan ketentuan mengenai:

1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara;

2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara,

3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
di PPK pada wilayah kerja PPK;

4) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi
paling banyak 2 (dua) orang;

5) dalam hal Rekapitulasi dilakukan secara paralel, Pasangan

Calon dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua)
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orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara
bergantian,;

6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat
yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim
kampanye Pasangan Calon Tingkat Kabupaten/Kota; dan

7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus
hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.

Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri

oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan

Asing, masyarakat dan instansi terkait.

Dalam hal saksi dan/atau Panwas Kecamatan tidak hadir dalam

rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara sebagaimana

dimaksud pada huruf e, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan tetap dilanjutkan.

Dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan suara di

tingkat TPS, PPK dapat menghadirkan Ketua atau Anggota KPPS

sebagai peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara.

2. Pembagian Tugas

a.

Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK,

Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS dan Sekretariat PPS

untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di

TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan.

Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:

1) Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara;

2) Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan
formulir Model DAA-KWK dan Model DAA.Plano-KWK;

3) Ketua atau Anggota PPS bertugas membacakan formulir
Model C-KWK dan Model C1-KWK; dan

4) Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di formulir Model
DAA-KWK dan Model DAA.Plano-KWK untuk hasil
penghitungan di TPS.

Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara di tingkat kecamatan, PPK dapat menggunakan LCD

projector.
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Penyiapan Perlengkapan

a.

PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1
huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
1) ruang untuk rapat;
2) formulir berita acara dan sertifikat;
3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS;
4) 3 (tiga) kotak suara kosong yang ditempel stiker
bertuliskan:
a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
b) Daftar Pemilih dan daftar hadir di TPS; dan
c¢) Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK, Model C2-
KWK, Model C1.Plano-KWK.
5) perlengkapan lainnya.
PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b
angka 1) dengan mempertimbangkan:
1) kapasitas peserta rapat; dan
2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih
tersegel.
Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) terdiri
atas:
1) Model DAA-KWK;
2) Model DAA.Plano-KWK;
3) Model DA-KWK;
4) Model DA1-KWK;
5) Model DA1.Plano-KWK;
6) Model DA2-KWK;
7) Model DA3-KWK;
8) Model DA4-KWK;
9) Model DAS-KWK;
10) Model DA6-KWK; dan
11) Model DA7-KWK.
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Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam
Lampiran II Keputusan KPU Provinsi NTB yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b

angka 5) terdiri atas:

1) sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap
Pemilihan ditambah sampul sejumlah desa/kelurahan
untuk formulir Model DAA-KWK;

2) sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok
kotak suara;

3) segel masing-masing 7 (tujuh) lembar, untuk setiap
Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;

4) spidol sebanyak 2 (dua) buah;

S)  ballpoint sebanyak 8 (delapan) buah;

6) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;

7) alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD Projector
apabila ada; dan

8) daftar hadir peserta rapat.

Sampul sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1)

digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-

KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK.

Segel sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 3), digunakan

dengan cara ditempel pada:

1) sampul kertas yang memuat formulir Model DA-KWK,
Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK,
sebanyak 1 (satu) lembar;

2) lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi:

a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

b) Daftar pemilih;

c) Daftar hadir Model C7-KWK; dan

d) Formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK
berhologram, dan Model C2-KWK.

3) lubang gembok kotak suara yang berisi Surat Suara dan
alat kelengkapan TPS lainnya untuk masing-masing TPS;
dan

4) Sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak 1 (satu)
buah.
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PELAKSANAAN

1.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

&

Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Huruf A Angka 1 huruf a dipimpin oleh ketua

PPK dan 1 (satu) orang anggota PPK, dan dibantu oleh anggota

PPS, sekretariat PPK dan sekretariat PPS.

Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:

1) agenda rapat; dan

2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat
Kecamatan; dan

3) anggota PPS dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada
huruf a membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.

PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

dalam:

1) 1 (satu) wilayah desa/kelurahan;

2) 1 (satu) wilayah kecamatan.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud

pada huruf d angka 1) dilakukan secara berurutan dimulai dari

TPS pertama di desa/kelurahan sampai dengan TPS terakhir

dalam wilayah kerja PPK.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud

pada huruf d angka 2) dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi

sebagaimana dimaksud pada huruf e dimulai dari PPS pertama

sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud

pada huruf d dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling

banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah

TPS dan waktu yang tersedia.

PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dengan langkah

sebagai berikut:
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menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 3 huruf d
angka 2);

membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud
dalam Huruf A angka 3 huruf b angka 3);

mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak
suara sebagaimana dimaksud pada angka 2);

menempelkan formulir Model DAA.Plano-KWK pada papan
rekapitulasi atau menggunakan LCD projector;

meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data
jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara
sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C-KWK
berhologram dan Model C1-KWK berhologram,;

PPK membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan
saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan
suara di TPS yang tertuang dalam Model C2-KWK pada
saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status
penyelesaiannya;

mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada
angka 5) ke dalam formulir Model DAA.Plano-KWK;
menyalin formulir model DAA.Plano-KWK ke dalam formulir
Model DAA-KWK; dan

mengeluarkan DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK
masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1

(satu) bagian per wilayah Desa/Kelurahan.

PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) dengan langkah

sebagai berikut:

1)

2)

3)

menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
Huruf A angka 3 huruf d angka 3) sampai dngan 11);
menempelkan formulir model DA1.Plano-KWK pada papan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan
LCD Projector;

meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data
jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara
sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
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4) mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
sebagaimana dimaksud pada angka 3) ke dalam formulir
Model DA1.Plano-KWK;

5) menyalin formulir Model DA1.Plano-KWK ke dalam formulir
Model DA1-KWK;

6) membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK;
dan

7) menghimpun DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK per
Desa/Kelurahan dalam wilayah kecamatan untuk
diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota bersama-sama
dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.

Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun

2018 dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, PPK

terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun

2018.

Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana

dimaksud pada huruf h dan huruf i ditandatangani oleh Ketua,

Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.

Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak

bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada

huruf k, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi
yang hadir yang bersedia menandatangani.

PPK wajib menyerahkan salinan formulir sebagaimana

dimaksud pada huruf k dengan menggunakan tanda terima

formulir Model DAS-KWK kepada:

1) Saksi; dan

2) Panwas Kecamatan.

PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di

tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh

masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

PPK mengirim formulir Model DAA-KWK, Model DA-KWK, Model

DA1-KWK kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan
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pemindaian dan pengunggahan hasil pemindaian formulir

tersebut kedalam Situng pada hari yang sama.

Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud pada huruf huruf d, huruf e; huruf f;

huruf g; huruf h, huruf i dan huruf j, PPK wajib segera

menyerahkan masing-masing kotak suara dalam keadaan
tersegel kepada KPU Kabupaten/Kota yang terdiri:

1) kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang
berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model
DAA.Plano-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model
DA1.Plano-KWK dan Model DA7-KWK;

2) kotak suara hasil penghitungan suara di TPS meliputi
Model Cl1.Plano-KWK  berhologram, Model C-KWK
berhologram, Model C1-KWK berhologram dan Model C2-
KWK;

3) kotak suara daftar pemilih dan daftar hadir TPS meliputi
Model A3-KWK, Model A4-KWK, Model A.Tb-KWK dan
Model C7-KWK; dan

4) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir
Model C3-KWK, Model C5-KWK dan Model C6-KWK dari
seluruh TPS di wilayah kerjanya.

Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf p

dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.

KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan kotak

suara sebagaimana dimaksud pada huruf p dengan

menggunakan formulir Model DB3-KWK.

KPU Kabupaten/Kota wajib menyimpan kotak suara

sebagaimana dimaksud pada huruf r pada tempat yang

memadai dan dapat dijamin keamanannya.

2. Penyelesaian Keberatan

a.

Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan
terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan,
PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi
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Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA.Plano-
KWK dan/atau Model DA1.Plano-KWK.

Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas
Kecamatan sebagaimana pada huruf a dapat diterima, PPK
seketika melakukan pembetulan.

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan
koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan
menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-KWK
dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DA2-
KWK.

Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada
angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan
sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPK meminta pendapat
dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.

PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di
wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai
dengan jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.

Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada huruf { disampaikan pada akhir jadwal
rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada
formulir Model DA2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kabupaten/kota.

PPK bersama Panwas Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan
kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi
catatan PPL.

PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi
pada formulir Model DA2-KWK.

PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan,
dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan
Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat

berupa foto atau video.
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BAB V
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI KABUPATEN/KOTA

A. Persiapan

1. Penyusunan Jadwal Rapat

a.

KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak
suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud dalam BAB IV
Huruf B Angka 1 huruf p.

KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a
dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU
Kabupaten /Kota.

Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan agar
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan
sesuai dengan jadwal tahapan.

Ketua KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan surat
undangan  kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a
paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana

dimaksud pada huruf d terdiri atas:

1) Saksi,;
2) Panwas Kabupaten/Kota; dan
3] PPK,

Surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus

dicantumkan ketentuan mengenai:

1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara;

2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
di KPU Kabupaten/Kota;

4) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi

paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling
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banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara;

5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu)
Pasangan Calon;

6) saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandate
yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim
kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota; dan

7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus
hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.

Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri

oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan

Asing, masyarakat dan instansi terkait.

Dalam hal Saksi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota tidak hadir

dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud pada huruf e, pelaksanaan rapat

Rekapitulasi  Hasil Penghitungan Suara di tingkat

Kabupaten/Kota tetap dilanjutkan.

2. Pembagian Tugas

a.

KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok Kkerja
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada
huruf a diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan

tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.

3. Penyiapan Perlengkapan

a.

KPU Kabupaten/Kota menyiapkan perlengkapan rapat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud

dalam Angka 1 huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum

pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:

1) ruang rapat;

2) formulir berita acara dan sertifikat;

3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;

4) 1 (satu) buah kotak suara kosong yang ditempel stiker
bertuliskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat

kabupaten/kota untuk menyimpan berita acara dan
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sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 di tingkat
Kabupaten/Kota; dan

5) perlengkapan lainnya.

KPU Kabupaten/Kota menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b

angka 1) dengan mempertimbangkan:

1) kapasitas peserta rapat; dan

2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih
tersegel.

Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) terdiri

atas:

1) Model DB-KWK;

2) Model DB1-KWK;

3) Model DB2-KWK;

4) Model DB3-KWK;

5) Model DB4-KWK;

6) Model DB5-KWK;

7) Model DB6-KWK; dan

8) Model DB7-KWK.

Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud huruf b angka 5)

terdiri atas:

1) sampul kertas, sebanyak 1 (satu) buah;

2) sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok
kotak suara;

3) segel, sebanyak 4 (empat) lembar untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018;

4) segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dari PPK;

5) spidol sebanyak 2 (dua) buah;

6) ballpoint sebanyak 4 (empat) buah;

7) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;

8) alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD Projector
apabila ada; dan

9) daftar hadir peserta rapat.
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Sampul dan segel sebagaimana dimaksud pada huruf e angka
1), 2) dan 3) hanya digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.

Segel sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 4) digunakan
untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara dari PPK.

B. Pelaksanaan

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

a.

Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota membuka rapat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Huruf A angka 1 huruf a.

Ketua KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelasan mengenai:

1) agenda rapat; dan

2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat
kabupaten/kota.

KPU Kabupaten/Kota  melakukan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:

1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 3 huruf d;

2) membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud
dalam Huruf A Angka 3 huruf b angka 3);

3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak
suara sebagaimana dimaksud pada angka 2);

4) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data
jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara
sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK;

5) mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-
KWK;

6) membuat berita acara  rekapitulasi di  tingkat
kabupaten/kota dalam formulir Model DB-KWK.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud

pada huruf c dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK

pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja
daerah kabupaten/kota.

Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun

2018 dilaksanakan  secara bersamaan dengan Pemilihan

jdih.kpu.go.id/ntb




-20-

Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota,
KPU Kabupaten/Kota terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur NTB Tahun 2018.

Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ angka 5) dan angka 6), ditandatangani
oleh Ketua, Anggota KPU Kabupaten/Kota, dan Saksi yang
hadir.

Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi
yang hadir tidak Dbersedia menandatangani formulir
sebagaimana dimaksud pada huruf f, formulir ditandatangani
oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir yang
bersedia menandatangani.

KPU Kabupaten/Kota  menyerahkan  salinan  formulir
sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan menggunakan
tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:

1) Saksi; dan

2) Panwas Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten/Kota menetapkan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana
dimaksud pada huruf i ditetapkan dengan Keputusan KPU
Kabupaten /Kota.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud
pada huruf j digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota terpilih.

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan dokumen
Rekapitulasi  Hasil = Penghitungan  Suara di  tingkat
Kabupaten/Kota dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy)
hasil scan kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan
keputusan hasil rekapitulasi melalui Situng meliputi:

1) formulir Model DB-KWK;

2) formulir Model DB1-KWK; dan

3) Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan

rekapitulasi hasil penghitungan suara.
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m. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara yang tertuang dalam formulir sebagaimana
dimaksud pada huruf f di papan pengumuman dan/atau laman
KPU Kabupaten/Kota atau tempat yang mudah diakses oleh
masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

n. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara
rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud
pada huruf ¢ angka 5) dan angka 6) dan Keputusan
sebagaimana dimaksud pada huruf j kepada KPU Provinsi NTB
dengan tembusan kepada KPU dalam bentuk naskah asli
(hardcopy) dengan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan
permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah
Konstitusi.

o. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun
2018, KPU Kabupaten/Kota wajib segera:

1) menyerahkan kotak suara yang berisi formulir Model DB-
KWK, Model DB1-KWK, Model DB2-KWK, dan Model DB7-
KWK dalam keadaan disegel kepada KPU Provinsi NTB
menggunakan formulir Model DB4-KWK setelah melakukan
rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf c.

2) menyampaikan salinan dokumen Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam
bentuk naskah asli elektronik (softcopy) hasil scan kepada
KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan
hasil rekapitulasi melalui Situng meliputi:

a) formulir Model DB-KWK; dan
b) formulir Model DB1-KWK.

p. KPU Provinsi NTB membuat berita acara penerimaan kotak
suara sebagaimana dimaksud pada huruf o dengan
menggunakan formulir Model DC3-KWK.

q. KPU Provinsi NTB wajib menyimpan kotak suara sebagaimana
dimaksud pada huruf p pada tempat yang memadai dan dapat
dijamin keamanannya.

2. Penyelesaian Keberatan

a. Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat mengajukan

keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kabupaten/Kota apabila
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terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas
Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan
prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dengan formulir Model DA1-KWK dan/atau
Model DA1.Plano-KWK.

Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas
Kabupaten/Kota sebagaimana pada huruf a dapat diterima,
KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.
Pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan
dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka
yang benar dalam formulir Model DA1-KWK dan dicatat sebagai
kejadian khusus dalam formulir DB2-KWK.

Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir
membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan
sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan
sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Kabupaten/Kota
meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota
yang hadir.

KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi
Panwas Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya sebagaimana
dimaksud pada huruf f sesuai jadwal rekapitulasi yang telah
ditetapkan.

Dalam hal rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada huruf f disampaikan pada akhir jadwal
rekapitulasi, KPU Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian
khusus pada formulir Model DB2-KWK untuk ditindaklanjuti
dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat
provinsi.

KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam
rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.

KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi,
Panwas Kabupaten/Kota, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan

hasil rekapitulasi.
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k. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf j dapat berupa
foto atau video.
BAB VI
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI KPU PROVINSI NTB
Persiapan

L

Penyusunan Jadwal Rapat

a.

KPU Provinsi NTB melaksanakan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak
suara tersegel dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam Bab V Huruf B Angka 1 huruf o.

KPU Provinsi NTB menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a
dengan membagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kerja
KPU Provinsi NTB.

Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b, dimaksudkan agar
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan
sesuai dengan jadwal tahapan.

Ketua KPU Provinsi NTB wajib menyampaikan surat undangan
kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari
sebelumnya.

Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana
dimaksud pada huruf d terdiri atas:

1. Saksi;

2. Bawaslu Provinsi NTB; dan

3. KPU Kabupaten/Kota.

Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d,

harus dicantumkan ketentuan mengenai:

1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara;

2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara,;
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3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
di KPU Provinsi NTB;

4) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi
paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling
banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara;

5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu)
Pasangan Calon;

6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat
yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim
kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi; dan

7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus
hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.

Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi NTB tidak hadir

dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud pada huruf e, pelaksanaan rapat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi

tetap dilanjutkan.

Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri

oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan

Asing, masyarakat dan instansi terkait.

2. Pembagian Tugas

a.

KPU Provinsi NTB dapat membentuk kelompok kerja
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada
huruf a diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan

tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.

3. Penyiapan Perlengkapan

a.

KPU Provinsi NTB menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Angka
1 huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.

Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:

1) ruang rapat;

2) formulir berita acara dan sertifikat;

3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota; dan
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4) perlengkapan lainnya.

KPU Provinsi NTB menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b

dengan mempertimbangkan kapasitas peserta rapat.

Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) terdiri

atas:

1) Model DC-KWK;

2) Model DC1-KWK;

3) Model DC2-KWK;

4) Model DC3-KWK;

S5) Model DC4-KWK;

6) Model DC5-KWK; dan

7) Model DC6-KWK.

Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud huruf b angka 4)

terdiri atas:

1) spidol sebanyak 1 (satu) buah;

2)  ballpoint sebanyak 2 (dua) buah;

3) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;

4) alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD projector
apabila ada; dan

5) daftar hadir peserta rapat.

B. Pelaksanaan

1.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

a.

Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTB membuka rapat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud

dalam Huruf A angka 1 huruf a.

Ketua KPU Provinsi NTB memberikan penjelasan mengenai:

1) agenda rapat; dan

2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat
provinsi.

KPU Provinsi NTB melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara dengan langkah sebagai berikut:

1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 3;

2) membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud

dalam Huruf A Angka 3 huruf b angka 3);
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3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak
suara sebagaimana dimaksud pada angka 2);

4) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas perolehan
suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DB1-KWK;

5) mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DC1-
KWK; dan

6) membuat berita acara rekapitulasi di tingkat provinsi
dalam formulir Model DC-KWK.

Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan

secara berurutan dimulai dari daerah kabupaten/kota pertama

sampai dengan daerah kabupaten/kota terakhir dalam wilayah

kerja provinsi.

Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana

dimaksud pada huruf ¢ angka 5) dan angka 6), ditandatangani

oleh Ketua, Anggota KPU Provinsi NTB, dan Saksi yang hadir.

Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTB dan Saksi yang

hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana

dimaksud pada huruf e, formulir ditandatangani oleh Anggota

KPU Provinsi NTB dan Saksi yang hadir yang bersedia

menandatangani.

KPU Provinsi NTB menyerahkan salinan formulir sebagaimana

dimaksud pada huruf e dengan menggunakan tanda terima

formulir Model DC5-KWK kepada:

1) Saksi; dan

2) Bawaslu Provinsi NTB.

KPU Provinsi NTB menyampaikan salinan Keputusan KPU

Provinsi NTB tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dalam

bentuk naskah asli elektronik (softcopy) hasil kepada KPU

pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil

rekapitulasi.

KPU Provinsi NTB  menetapkan  Rekapitulasi  Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur NTB Tahun 2018.

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018

sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan dengan

Keputusan KPU Provinsi NTB.
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Rekapitulasi  Hasil  Penghitungan Suara sebagaimana

dimaksud pada huruf j digunakan sebagai dasar penetapan

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

KPU Provinsi NTB menyampaikan salinan dokumen

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi

dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) hasil scan

kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan

keputusan hasil rekapitulasi melalui Situng meliputi:

1) formulir Model DC-KWK;

2) formulir Model DC1-KWK; dan

3) Keputusan KPU Provinsi NTB tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

KPU Provinsi NTB mengumumkan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara yang tertuang dalam formulir sebagaimana

dimaksud pada huruf e di papan pengumuman dan/atau laman

KPU Provinsi NTB atau tempat yang mudah diakses oleh

masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

KPU Provinsi NTB menyampaikan salinan berita acara

rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud

huruf ¢ angka 5) dan angka 6) dan Keputusan sebagaimana

dimaksud pada huruf j angka 2) kepada KPU dalam bentuk

naskah asli (hardcopy) dengan mempertimbangkan jangka

waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di

Mahkamah Konstitusi.

2. Penyelesaian Keberatan

a.

Saksi atau Bawaslu Provinsi NTB dapat mengajukan keberatan
terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara kepada KPU Provinsi NTB apabila terdapat
hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Provinsi NTB,
KPU Provinsi NTB wajib menjelaskan prosedur dan/atau
mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir
Model DB1-KWK.
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Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Provinsi
NTB sebagaimana pada huruf a dapat diterima, KPU Provinsi
NTB seketika melakukan pembetulan.

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan
dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka
yang benar dalam formulir model DB1-KWK dan dicatat
sebagai kejadian khusus dalam formulir DC2-KWK.

Ketua KPU Provinsi NTB dan Saksi yang hadir membubuhkan
paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud
pada huruf d.

Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan
sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Provinsi NTB
meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB yang
hadir.

KPU Provinsi NTB wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu
Provinsi NTB sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai jadwal
rekapitulasi yang telah ditetapkan.

Dalam hal rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB sebagaimana
dimaksud pada huruf f disampaikan pada akhir jadwal
rekapitulasi, KPU Provinsi NTB mencatat sebagai kejadian
khusus pada formulir model DC2-KWK.

KPU Provinsi NTB wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat
rekapitulasi pada formulir Model DC2-KWK.

KPU Provinsi NTB memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu
Provinsi NTB dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan
Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil
rekapitulasi.

Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf j dapat

berupa foto atau video.

BAB VII
PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NTB TERPILIH

Persyaratan Calon Terpilih

1.

Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh

suara terbanyak.
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Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama
diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon
terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara
yang lebih luas secara berjenjang.

Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama,
Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran
perolehan suara yang lebih luas di tingkat kabupaten/kota.

Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada Angka 3 masih sama, Pasangan Calon
terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang
lebih luas di tingkat kecamatan.

Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan
sebagaimana dimaksud pada Angka 4 masih sama, Pasangan Calon
terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang
lebih luas di tingkat desa/kelurahan.

Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa/kelurahan
sebagaimana dimaksud pada Angka 5 masih sama, Pasangan Calon
terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang
lebih luas di tingkat TPS.

Pelaksanaan Penetapan Calon Terpilih

¥

KPU Provinsi NTB menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur NTB tahun 2018 terpilih dalam rapat pleno terbuka yang

dihadiri oleh:

a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun
2018;

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

c. Bawaslu Provinsi NTB.

Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan

dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.

KPU Provinsi NTB menyampaikan Berita Acara sebagaimana

dimaksud pada angka 2 pada hari yang sama kepada:

a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB;

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan
Pasangan Calon;

c. Pasangan Calon terpilih;
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d. KPU; dan

e. Bawaslu Provinsi NTB.

Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB
tahun 2018 terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan
dalam Keputusan KPU Provinsi NTB.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan paling
lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pengajuan permohonan
perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi berakhir.
Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil
Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon
terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan paling lama
3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.
Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan
Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan
setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang
diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

KPU Provinsi NTB mengumumkan penetapan Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 terpilih
sebagaimana dimaksud pada angka 1 di papan pengumuman dan
laman KPU, KPU Provinsi NTB melalui Situng atau tempat yang

mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.

BAB VIII
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU
Kabupaten/Kota, KPU Provinsi NTB dapat diulang, dalam hal terjadi
keadaan tertentu sebagai berikut:

a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara
tertutup;

b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat
yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan
cahaya,;

c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara

yang kurang jelas;
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d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan
yang kurang jelas;

e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat
menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
secara jelas;

f.  kerusuhan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan; dan/atau

g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat
atau waktu yang telah ditentukan.

Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1,

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan

Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku

mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada

angka 1, Saksi atau Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten/Kota,

atau Bawaslu Provinsi NTB dapat mengusulkan untuk dilaksanakan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK, KPU

Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi NTB yang bersangkutan.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang sebagaimana

dimaksud pada angka 4 harus dilaksanakan dan selesai pada

tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang

disebabkan oleh kerusuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1

huruf f, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah

hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU

Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi NTB.

Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

ulang tingkat kecamatan, Saksi dan/atau Panwas Kecamatan

menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada
formulir Model C-KWK dan formulir Model C1-KWK yang diterima

PPK, PPK melakukan pengecekan formulir Model C1.Plano-KWK,

Model C-KWK dan/atau Model C1-KWK.

Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada

angka 7 terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan
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data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat
pada formulir Model DA2-KWK.

9. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
ulang tingkat kabupaten/kota, Saksi dan/atau Panwas
Kabupaten/Kota menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah
suara pada formulir Model DA1-KWK yang diterima KPU
Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan
formulir Model DA1.Plano-KWK dan/atau Model DA1-KWK.

10. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada
angka 9 terbukti terdapat kekeliruan, KPU Kabupaten/Kota
melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat
kecamatan dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK.

11. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
ulang tingkat provinsi, Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi NTB
menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada
formulir Model DB1-KWK yang diterima KPU Provinsi NTB, KPU
Provinsi NTB melakukan pengecekan formulir Model DB1-KWK.

12. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada
angka 11 terbukti terdapat kekeliruan, KPU Provinsi melakukan
pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan

mencatat pada formulir Model DC2-KWK.

BAB IX
PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TERPILIH

1. KPU Provinsi NTB menyampaikan berita acara dan Keputusan
tentang penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
NTB tahun 2018 terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi NTB.

2. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan 1
(satu) hari setelah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
NTB tahun 2018 terpilih ditetapkan.

3. Dalam hal terdapat Calon Gubernur, Wakil Gubernur terpilih yang
ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam

pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU
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Provinsi NTB menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Dalam
Negeri.

Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan
pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih meninggal dunia,
berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai
tersangka, KPU Provinsi NTB mengusulkan pengesahan dan
pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan
melampirkan bukti keterangan pada saat pengusulan Pasangan
Calon, meskipun tidak berpasangan.

Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan
pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih ditetapkan sebagai
terdakwa atau terpidana, KPU Provinsi NTB mengusulkan
pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan
melampirkan bukti keterangan bahwa salah satu calon terpilih telah
ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana pada saat pengusulan

Pasangan Calon.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan
keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang
mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat
dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kabupaten/Kota dapat
memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota
kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada
Angka 1, PPK meminta persetujuan Panwas Kecamatan dan Saksi
untuk menggunakan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-
KWK yang diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota dengan
disandingkan salinan formulir Model C1-KWK milik Saksi.

KPU Provinsi NTB dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan
KPU Provinsi NTB dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018.
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KPU Provinsi dapat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi
dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara pada tingkat provinsi.

PPK dapat bekerja sama dengan Kecamatan dalam penyediaan

fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat

PFK.

Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU

Kabupaten/Kota menetapkan kembali PPS dan PPK.

Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi NTB dapat

menggunakan aplikasi Situng.

Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB

Tahun 2018 diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-

undangan.

KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota dapat membuka

kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai

alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.

Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada Angka 9

dibuka dengan ketentuan:

a. berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi NTB, Panwas
Kabupaten/Kota dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan
pembukaan kotak suara;

b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di
persidangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di
persidangan,;

d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai
digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti
semula;

e. melegalisasi fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam
huruf b di kantor pos; dan

f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang
ditandatangani oleh ketua KPU Provinsi NTB dan Bawaslu
Provinsi NTB.

Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi NTB
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dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang mengenai Pemilihan.

12. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan
penetapan hasil Pemilihan dalam Pemilihan dengan 1 (satu)
Pasangan Calon berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi NTB
dengan Satu Pasangan Calon, kecuali ditentukan lain dalam
Keputunsan ini.

13. KPU Provinsi NTB menetapkan Pasangan Calon terpilih dalam
Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, apabila memperoleh
lebih dari 50% (lima puluh persen) suara sah pada kolom yang
memuat foto dan nama Pasangan Calon.

14. Apabila perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan
Calon kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen)
sebagaimana dimaksud pada Angka 13, KPU Provinsi NTB
menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan

serentak periode berikutnya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 6 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.
LALU AKSAR ANSORI
Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

. Kepala Bagian Hukum, teknis dan Hupmas,
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 126/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IV/2018
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT TAHUN 2018

JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

[

D2

MODEL D-KWK

MODEL D1-KWK

MODEL D2-KWK

MODEL DAA.Plano-KWK

MODEL DAA-KWK

MODEL DA-KWK

MODEL DA1-KWK

: Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara

Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di
Tingkat TPS.

: Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan

(Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi.

: Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-

KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS
dalam Wilayah Kelurahan/Desa dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

: Catatan Hasil Penghitungan Suara dari Setiap

TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di Tingkat
Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur.

: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

dari Setiap TPS dalam Wilayah
Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur.

: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat
Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur.
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10.

11.

12.

L3

14.

15.

16.

17.

18.

MODEL DA1.Plano-KWK

MODEL DA2-KWK

MODEL DA3-KWK

MODEL DA4-KWK

MODEL DAS-KWK

MODEL DA6-KWK

MODEL DA7-KWK

MODEL DB-KWK

MODEL DBI1-KWK

MODEL DB2-KWK

MODEL DB3-KWK

Catatan Hasil Penghitungan Suara dari Setiap
Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan
Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan
dalam  Pemilihan  Gubernur dan  Wakil
Gubernur.

Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan
dan Penghitungan Suara dari TPS dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di

Tingkat Kecamatan.

. Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara

dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur.

Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan.
Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur.

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Sertifikat  Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur.

Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan
Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota
dalam Pemilihan Gubernur dan  Wakil
Gubernur.

Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi
Penghitungan Suara dari Kecamatan dalam

ié?ﬁﬁ%{ﬁ%&d%%ernur dan Wakil Gubernur.




19.

20,

21.

22,

23.

24.

29.

26

27.

28.

MODEL DB4-KWK

MODEL DB5-KWK

MODEL DB6-KWK

MODEL DB7-KWK

MODEL DB8-KWK

MODEL DC-KWK

MODEL DCI-KWK

MODEL DC2-KWK

MODEL DC3-KWK

MODEL DC4-KWK

Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di

Tingkat Kabupaten/Kota.

: Tanda Terima Penyampaian Salinan  Berita

Acara dan  Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur.

Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara di Tingkat
Kabupaten/Kota.

Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur.

Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-
KWK vyang Tidak Terdistribusi dari Setiap
Desa/Kelurahan dalam Wilayah
Kabupaten/Kota dalm Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur.

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur.

Sertifikat  Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat
Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur.

Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan
Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi
Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi
Penghitungan Suara dari Kabupaten/Kota
dalam  Pemilihan  Gubernur dan  Wakil
Gubernur.

Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur.
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29. MODEL DC5-KWK

30. MODEL DC6-KWK

31. MODEL DC7-KWK

32. MODEL DC4-KWK

33. MODEL DC4-KWK

: Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara

dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan

Suara di Tingkat Provinsi.

Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-
KWK vang Tidak Terdistribusi dari Setiap
Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur.

Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur.

idih.kpu.go.id/ntb




MODEL
D-KWK

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara 0 crreeeereeeeeeeii 3 9IS § 6 vmesiie s 5 esimine » wiaies Ceibie sisiele b
Hasil Pemungutan dan
Penghitungan Suara di tingkat TPS

Yth. Ketua PPK .............oooi00,
di -

Bersama ini diteruskan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan
penghitungan suara di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS): Nomor .............. Sutl NOTROL s s s w5

Desa/Kelurahan®) : ...............oo

KeOAatam. § ue: : auves » sommios sommss § s s § £ ims 1 o Kabupaten/Kota *) 1 ...
P OVIIIST o L

Jenis Dokumen yang diteruskan terdiri dari :

A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi:

I

_No | Formulir | ... Reterangan R S
Hagg] C«}\‘W & | Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
1 Berhologram . B 7
bodel ©:1-KWR | Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
Berhologram e S
2. Model C1.Plano-KWK Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
Berhologram
, ) | Catatan Kejadian Khusus dén/atau Keberatan Saksi dalam
Model 2-RWK Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
Model C3-KWK Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara, meliputi:
5. | Model C5-KWK - Model C-KWK, dan Model C1-KWK kepada Saksi dan PPL/Pengawas
| TPS.
6. | Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7. | Model C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di TPS.
8 Model A3-KWK | Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9. | Model A4-KWK Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
10. | Model AS-KWK Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
| Daltar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang memberikan
11. | Model A. Th-KWK | hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik atau Surat
__ Keterangan. —

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah
coblos.

Dokumen sebagaimana dimaksud diatas beserta alat kelengkapan TPS lainnya dimasukkan ke
dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Demikian untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

YANG MENYERAHKAN, YANG MENERIMA,
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MODEL
DI1-KWK

BERITA ACARA
PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN (MODEL C6-KWK)
YANG TIDAK TERDISTRIBUSI.

Bersama ini disampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih
(Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan
suara di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :Nomor .............oo
Desa/Kelurahan *)

Kecamatan R

Kabupaten/Kota *) AU

Provinsi: § e s s s 1 et s i
Jumlah Co-KWK yang dikembalikan @ ...................... Lembar

1. Meninggal dunia 5545 55 BATHETAA 5 o w s 0 e+ lembar

2. Pindah alamat T P lembar

3. Tidak dikenal S N H T S 5 § BaE 6§ lembar

4. Tidalk dapat ditEmtl 7 oo s mmsmbino e lembar

5. Lain-lain 65 8 5 & R 5 o ¢ R A o lembar

YANG MENYERAHKAN, YANG MENERIMA,
KPPS PPS
............ NamaLengkap NdmaLengkap

*) Coret yang tidak perlu;

Keterangan :
Formulir D1-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap:
a. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS; dan

b. 1 (satu) rangkap untuk PPS guna diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK
bersama-sama hasil penghitungan suara dari TPS.
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REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN/DESA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018
(diisi berdasarkan formulir Model D1-KWK)

TANGGAL/BULAN/TAHUN
KELURAHAN/DESA *)
KECAMATAN ;
KABUPATEN/KOTA?) | e e . e
PROVINSI : xzHi S GEES § L R N TN TP

MODEL D2-KWK
Halaman 1

NO. RANGAN RINCIAN
i RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6 FES PS BS TPS TPS res s rPs Ps s TPS ™S
1 2 3 4 5 6] ¥ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I MENINGGAL DUNIA
2 PINDAH ALAMAT
O
D
3 TIDAK DIKENAL =
~~
ie)
o
4 TIDAK DAPAT | S
>
O
5 LAIN LAIN ~
<
9

JUMLAH RINCIAN PER-TPS

NAMA/TANDA TANGAN PPS




MODEL D2-KWK

HALAMAN 2
TANGGAL/BULAN/TAHUN
KELURAHAN/DESA *)
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI
NO. KETERANGAN RINCIAN
i RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR Co JUMLAH TPS PS TPS 1PS (iR IPS TPS TPS TPS TPS TPS rPS TPS JUMLAH
S ‘ ’ ‘ e o7 0% I U I RV (R R T e S T T T TR BT R AKHIR/PI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18
1 MENINGGAL DUNIA
2 PINDAH ALAMAT o
=
c
—
i)
3 TIDAK DIKENAL -
(@)
(&)
-}
4 TIDAK DAPAT DITEMUI Q
=<
—
5 LAIN LAIN 9

JUMLAH RINCIAN PER-TPS

NAMA/TANDA TANGAN PPS




TANGGAL/BULAN/TAHUN

KELURAHAN/DESA *)

KECAMATAN

KABUPATEN /KOTA¥)

PROVINSI

MODEL D2-KWK
HALAMAN 3

NO.

KETERANGAN

RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6

2

JUMLAH
PINDAHAN

TPS

™S

TPS

TPS

JUMLAH AKHIR

3

o}

18

MENINGGAL DUNIA

PINDAH ALAMAT

TIDAK DIKENAL

TIDAK DAPAT DITEMUI

LAIN LAIN
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JUMLAH RINCIAN F

NAMA/TANDA TANGAN PPS

3o
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KELURAHAN/ DESA

MODEL DAA.Plano-KWK

KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA Halaman 2
PROVINSI |
A. |RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
RINCIAN
NO. NAMA PASANGAN CALON - - . - - - ; . -
JUMLAH PS S P S PS TPS S PS TPS PS o
poaian | b b b e b JUMLAHEINDAHAN
1 2 3 S 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
1 NAMA PASANGAN CALON
) NAMA PASANGAN CALON
3. |JUMLAH SELURUH SUARA SAH
C. |JUMLAH SUARA TIDAK SAH
b [JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK
SAH ( B+C )

NAMA/TANDA TANGAN PPK

8

4

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (Nama saksi)

2. (Nama saksi)

(Tanda tangan)

(Tanda tangan)

idih.kpu.go.id/ntb




KELURAHAN/ DESA

KECAMATAN

KABUPATEN/ KOTA

PROVINSI

MODEL DAA.Plano KWK

Halaman 3

NO. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
. . TPS Py TPS PS S PS 'PS TPS TIPS TPS

I RINCIAN JUMLAH <HAN SUARA PINDA AN B LS i TES RS 1 ' JUMLAH AKHIR
1 2 3 4 6 74 8 9 12 13 14 16 874 19

1 NAMA PASANGAN CALON

2 NAMA PASANGAN CALON

B. {JUMLAH ¢ URUH SUARA SAH

C. |[JUMLAH SUARA TIDAK SAH

I~ ALAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK

(B+C)

NAMA/TANDA TANGAN PPK

3

4

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (Nama saksi)

2. (Nama saksi)

(Tanda tangan)

{Tanda tangan)

idih.kpu.go.id/ntb
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KELURAHAN/DESA *)

TN . MODEL DAA-KWK
T?P>§>@ \,,2 R et R R e L U Halanman 1 o
KABUPATENAKOTAY] s vos e ot i s vy s B 4o s 0 e e i T S o e o v i
PROVIN S e
NO. URAIAN RINCIAN
YATA § NGO - JUMLAH TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS
i DATA PEMILIEDAN PENGGUNAAN HAR pnpafAN | | e | e L e e AKHIR/ PINDAHAN
1 2 _! 3 4 S 6 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A.1 |[DATA PEMILIH
1. Pem n DPT (Model A3-KWK)
2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)
2. PenggL ak pilih dalam DPPh o
of
3. Pengguna hak pilih dalam +
DPTb/pengguna KTP-el/ =
Surat gan O
1h penggu 3
pengg (@)
= s u -
O
S
NO URAIAN RINCIAN X
" < ~ A e 1CC CACAT PS TPS TPS TPS TPS —
B. |DATA PE DISABILITAS/PENYANDANG CACAT | S e " 2 o v o oo oo oo AKHIR/ PINDAH
1 2 3 4 5 6 Z 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
LKk
1 s/penyvandang cacat PR ———
5 /penyandang cacat yang ===
NAMA/TANDA TANGAN PPK
1 2 3 5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (Nama saksi)

2. (Nama s

)

(Tanda tangan)

(Tanda tangan)




KELURAHAN/DESA *)

KECAMATAN

KABUPATEN /KOTA¥)

MODEL DAA-KWK

Halaman 1 .

PROVIN ST et e eeeeeeeaeeeeeeeeeeeeaeaeeaeaeaeseaeneset et esetaeaes
NO. URAIAN RINCIAN
A DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH m__w_%%ﬁ TES TES L IFs S i s TES s e TEs L IS JUMLAH AKHIR
AHAD R T AT B ST O T I . A
1 2 | R 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A1 [DATA PEMILIH
LK
1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK| PR
JML
LK
2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-K WK) PR
JML
_— LK
’emilih dalam DPTh/KTP-el/ =
t Keterangan (Model A.Th-KWK) ——
JML
LK
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) PR
JML
A2 [PENGGUNA HAK PILIH -
D
- 1=
~
]
. o
- S (@)
o = - -
NO URAIAN RINCIAN al
3 =5a T evre = —y sy 3 3 z S v —
B |DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT Ll s RS TES i TIPS L i s hRS TS JUMLAH AKHIR S
1 2 3 S 6 jré 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 —
LK O
1 PR
JML
LK
2 PR
L ML

NAMA/TANDA TANGAN PPK

IE

4

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (Nama sa

2. (Nama saksi)

(Tanda tangan)

1da tangan)




KELURAHAN/DESA *)

KECAMATAN

KABUPATEN /KOTA*)

MODEL DAA-KWK

Halaman 2

PROVINSI
NO. URAIAN RINCIAN
< _— ~aQ T™PS TPS TPS TES TPS TPS TPS TPs TPS TPS TPS TPS TPS T™PS JUMLAH
ENGGUN/ S
€. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA S (RS I EO N (DR (e s ' . AKHIR/PINDAHAN
1 2 3 4 5 6 7. 8 9 10 12 13 14 15 16 i7 18
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan
2,5% (2+3+4)
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena
rusak dan/atau kel coblos
3 Jumlah surat suara ve dak digunakan termasuk
“  |sisa surat suara cad:
4 |Jumlah surat suara yang digunakan
NO. URAIAN RINCIAN
D RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN TPS TPS TPS a PS TPS ’ TPS TPS TPS ™S TPS TPS TPS RS
) CALON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

NAMA PASANGAN CALON

(S

NAMA PASANGAN CALON

JUMLAH SELURUH SUARA SAH

F. |JUMLAH SUARA TIDAK SAH O
— bt

& |JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK m
T OISAH (E + F) B o)
— - - o

NAMA/TANDA TANGAN PPK [e)

i _N 4 5 >

@]

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON X

ma saksi)

2.(N

1 saksi)

(Tanda tangan)




LURAHAN/DESA *)
KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA¥)

MODEL DAA-KWK
Halaman 2 ...

PROVINSL o eeiseeee ettt e e s anr s eenaeseressase s s et eh st s e e s e e eas
NO. URAIAN RINCIAN
. TA PR 5 S e JUMLAH TPS TPS TPS TPS TPS ™S TPS TPS TPS TPS TPS JUMLAH
C. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA PINDAHAN T ST ot . T T T o L (BT U O AKHIR/PINDAHAN
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 12 14 15 16 17 18
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk ¢
2,5% (2+3+4)
5 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pem
rusak dan/atau keliru coblos
3 Jum ira yang tidak digunaka
cadangan
4 |Jumle ra yang digunakan
NO. URAIAN RINCIAN
I RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN JUMLAH TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS TPS ) TPS
N CALON PINDAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 i0 i1 12 13 14 15 16 i7
1 NAMA PASANGAN CALON
2 NAMA PASANGAN CALON
E. |JUMLAH SELURUH SUARA SAH
F. |JUMLAH SUARA TIDAK SAH o)
==
o |TumL £
T |SAH (E + F) 3
— o
AMA/TANDA TANGAN PPK Ol
I Aw L [ :
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON 7
1. (Nama saksi) 2. {Nama saksi) e
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MODEL
DA-KWK

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2018
Pada hari ini .................... PEBEPEE oo i p avmunenn 4 o bulan ................0. talln: | .0 somssams , Panitia
Pemilihan Kécamatan (PPK) KECATRALATY w. . csie cusus s evmns 1 wsnws vegves supms < smms s mengadakan rekapitulasi hasil

penghitungan suara bertempat dii ... o vsmsmesoomns som s ssmee s vonme s s sonrm s vanns

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati
dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta
diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan ..................ccooooooiienn. untuk melaksanakan
rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *).

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data :

a. dari TPS diseluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model C-KWK dan
Model C1-KWK, serta dituangkan dalam formulir Model DAA-KWK dan Model DAA.Plano-KWK.
b. dari seluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model DAA-KWK dan

dituangkan dalam formulir Model DA1-KWK dan Model DA1.Plano-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ....... (e ) rangkap dan masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap didalam kotak untuk KPU Kabupaten/Kota®);
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;

3. e (verei ) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon;

4. 1 (satu) rangkap untuk di Kecamatan.

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

No. Nama Jabatan Tanda Tangan
1. Ketua
Lo,
2. Anggota
2 s R S R A
3. Anggota
o T
4. Anggota
- G
S Anggota T ——

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. 2,

Nama SaksSi: ooovvvviiiviiiiiinnn Nama Saksi: oo

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu.

idih.kpu.go.id/ntb




SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN MODEL DA1-KWK
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT Halaman 1
TAHUN 2018
diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK

KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI
NO. URAIAN RINCIAN
A DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK Pl DESA/KEL DESA/KEL DESA/ DESA/KEL DESA/KEL | DESA/KEL DESA/K JUMI
2 “MIL ) SR I A AKHIR/
1 2 m 3 4 5 6 7 8 9. 10 11 12, 13 14 15 16 17 18 19
A.1 |DATA PEMILIH
1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)
2 im DPPh (Model A4-KWK)
3 DPTh/KTP- sy
gan (Model A =
4. lih (1+2+3)
A.2 |PENGGUNA HAK PILIH
=2
1. Pengguna hak pilih dalam DPT [
©
o
(&)
2
PR N
JML c
—
" N —
4. Jumlah scluruh pengguna Hak Pilih v_#M O
’ JML
NO URAIAN RINCIAN
3 DATA PEMILIH DISABI "AS/PENYANDANG CAC AT SA/KEL DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEL EL DESA/KEL JUMLAH
; = : S Al i 3 . - - : - R/PINDAHAN
1 2 4 5 () 7 8 9 10 11 12 13 i3 15 16 17 18 19
1 s/penyandang cacat
) Pemilih disabilitas/penyandang cacat vang
menggunakan hak pilih
NAMA/TANDA TANGAN PPK
1 2 3 —& 5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (Nama saksi)

>. (Nama saksi)

(Tandatangan) (Tanda tangan)




KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA®) & oo MODEL DA1-KWK
Halaman 1 .......
PROVINSI B smusvmmeemmvasme o oy s i s s s i e i (e et e s st st b
NO. URAIAN RINCIAN
A DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH DESA/} DESA/KEL SA/KEL DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEL
5 ) ) ¥ / 3
1 2 _ 3 4 5 6 7 8 9 10 L1 12 13 14 15 16 17 18
A.1 |DATA PEMILIH
LK
1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK) PR
JML
LK
2. dalam DPPh (Model A4-KWK) PR
JML
3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ PR
Surat Keterangan (Model A. Th-KWK) ML
LK
4. Jumlah Pemi (1 +2+3) PR
JML
A.2 |PENGGUNA HAK PILIH
L
1. Pengguna hak pilih dalam DP1 PR
JML
LK
2 cuna hak pilih dal. PR
JML =j
3. LK <
PR O |
JML o
7 O
4 q
PR —
JML (@)
"
NO URAIAN RINCIAN -
B MILIH DISABI AS/PENYANDANG CACAT DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEI DESA/KEL
g * 25 ? PR Y enpanany | o o e e e e e AKHI
1 2 4 5 6 ¥ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 [Pemilih disabilitas/penvandang cacat PR
JML
. . LK
By Pemilih s/penvandang cacat yang PR
menggunakan hak
8 g JML

NAMA/TANDA TANGAN PPK

3

_

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

saksi)

(Tandatar




KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA*)

MODEL DA1-KWK
Halaman 1 ......

PROVINSIL
NO. URAIAN RINCIAN
A DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEL JUMLAH AKHIR
1 ¥ 2 _ 3 S 6 i 8 9 10 iy i 12 13 16 18 19
A.1 |DATA PEMILIH
LK
1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK) PR
JML
LK
2. Pemilih dalam DPPh (Modc¢ PR
3. Pemilih dalam DPTh/KTP-el/
Surat Keterangan (Mod KWK)
JML
LK
4 Jumlah Pemilih (7+2+.3) PR
JML
A.2 {PENGGUNA HAK PILIH
1. Pengguna hak DP1
2. Pengguna hak
O
3. Pengguna hak p =
DPTbh/pengguna ik =
Surat Keteran O
4. Jumlah seluruh penggur k Pilih ﬂOv.
(1+2+3) ).
3
NO. URAIAN RINCIAN X
—
DESA/KE 5 DESA/KEI ESA/KEL [ I L —
B. NYANDANG CACAT DESAHEL Sa/ HESAE DESA/KEL JUNLAH AKE,
1 3 5 8 12 i3 14 19
LK
1 acat PR
JML
LK
7y PR
JML

NAMA/TANDA TANGAN PPK

wn

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

L,

(Nama saks

(Tandz

(Tanda tangan)




KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

MODEL DAL-KWK
Halaman 2

NO.

URAIAN

RINCIAN

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

DESA/KEL

A/KEL

DESA/KEL

DESA/KE

DESA/KEL

DESA/KEL

DESA/KEL

DESA/

DESA/KEL

DESA/KEL

JUMLAH

AKHIR/PINDA

2

10

13

14

15

17

18

Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan
2,5% (2+3+4)

Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena
rusak dan/atau keliru coblos

Jumlah surat suara yang tidak digunakan
sisa surat suara cadangan

Jumlah surat suara vang digunakan

URAIAN

RINCIAN

RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN
CALON

DESA/KEL

DESA/KEL

DESA/KEL

DESA/

DESA/KEL

DESA/KEL

DESA/KEIL

DESA/KEL

DESA/KEL

2

4

6

7 8 9

10

12

1%

14

NAMA PASANGAN CALON

N

NAMA PASANGAN CALON

JUMLAH SELURUH SUARA SAH

JUM SUARA TIDAK SAH

JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK

SAH (E + F

NAMA/TANDA TANGAN PPK

T

u

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. {(Nama sz

2. (Nama saksi)

(Tanda tangan)

idih.kpu.go.id/ntb




KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA*) 0 i MODEL DAL - KWK
PROVINST Halaman 2 ...
NO. URAIAN RINCIAN
c DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA JUMLAH DESA/k A/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL JMLAH
- o = d PINDAHAN |  voe | o | e e | s | w0 ssssm ) e L mmss 1 e L e ] e b e | o AK NDAHAN
3 2 3 5 6 8 9 10 1L 12 13 14 15 16 17 i8
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan
2,5% (2+3+4)
5 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena
~ Irusak dan/atau keliru coblos
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk
: i ra cadangan
-+ | surat suara vang digunaka
NO URAIAN RINCIAN
5 RINCIAN PEROLI AN SUARA PASANGAN DESA/KEL | DESA/ DESA/KEL CL | DESA/K A/KEL DESA/KEL
CALON lewpanan | | e e e e e KR
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 18 14 5 16 17 18
1 NAMA PASANGAN CALON
2 NAMA PASANGAN CALON
. |JUMLAH SELURUH SUARA SAH
F JUMLAH SUARA TIDAK SAH
G URUH SUARA SAH DAN SUARA JAK

NAMA/TANDA TANGAN PPK

3

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

‘ama saksi)

N

angan)

tangan)

idih.kpu.go.id/ntb




KECAMATAN

MODEL DA1-KWK

KABUPATEN/KOTA* & e
PROVINSI 0 e Halaman 2 ...
NO. URAIAN RINCIAN
c DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA UMI _»”_N DESA/KEL | DESA/KEL DESA/KEL | DESA/K DESA/KEL | DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL OIS
7 2 4 5 6 8 9 10 11 13 13 14 5 16, v 18
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan
2,5% (2+3+4)
5 Jumlah surat suara dikenibalikan oleh pemilih karena
rusak dan/atau keliru coblos
. |Jumlah surat suara dak digunakan termasuk
2 |sisa surat suara cadangan
4 |Jumlah surat suara yang unakan
NO URAIAN RINCIAN
DESA/KEL DESA/K I
Dl PASANGANCALON | piNpaHAN | ... . JUMLAH AKHIR
1 3 4 5 6 7 I
1 NAMA PASANGAN CALON
2 NAMA PASANGAN CALON
E JUMLAH SELURUH SUARA SAH
L0
. |JUMLAH SUARA TIDAK SAH ..m
a JUMLAH SELUR! JARA SAH DAN SUARA TIDAK S
" |SAH (E « =
o
NAMA/TANDA TANGAN PPK u
1 2 3 4 5 Ol

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

2. (Nama saksij

(Tand

(Tanda tangan

)




CATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT MODEL DAl.PLano-KWK
TAHUN 2018 Halaman 1
diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK

KECAMATAN
KABUPATEN/KOTAY)
PROVINSI

A. |RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
RINCIAN
NO. NAMA PASANGAN CALON
DESA/KEL L | DESA/K DESA/KEL | DESA DESA/KEL | 1 3| DESA/KEL DESA/KEL DESA/KEL | DESA DESA/KEL JUM
...... _— ’ e AKHIR/PINDAHAN
1 2 3 4 5 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 19

NAMA PASANGAN CALON

NAMA PASANGAN CALON

o

1. |JUMLAH SELURUH SUARA SAH

[§ JUMILAH SUARA TIDAK SAH

JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK
SAH ( B+C )

idih.kpu.go.id/ntb

NAMA/TANDA TANGAN PPK

3 4

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

[S]

). (Nama saksi)

1. (Nama saksi)

(Tanda tangan) (Tanda tangan)




KECAMATAN
KABUPATEN / KOTA)
MODEL DA1.PLANO-KWK
PROVINSI Halaman 2
A. |RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
RINCIAN
NO. NAMA PASANGAN CALON
JUMLAH | DESA DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL [ DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL
PINDAHAN s i wmn | mem ] sme b e e s | ams e IV R JUMLAHPINDAHAN
1 2 3 3 s 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19
1 NAMA PASANGAN CALON
2 NAMA PASANGAN CALON
B. |JUMILAH SELURUH SUARA SAH
C. |JUMLAH SUARA TIDAK SAH
N JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK
©ISAH ( B+C)
NAMA/TANDA TANGAN PPK
l 2 3 4 5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (Nama saksi)

2. (Nama saksi)

(Tanda tangan)

(Tanda tangan)

idih.kpu.go.id/ntb




KECAMATAN

SAH ( B+C)

KABUPATEN/KOTA*) MODEL DA1.PLANO-KWK
PROVINSI Halaman 3
NO. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN

| RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA “rww/\“”\waﬂ« Cmm\/\.Tﬁ_‘ _um.Z\/.\.XTﬁ :.«.U./..\/\‘"A EL _:,Ul.\./:\.w./.—.\ﬁ MV_A»V,\J\M.X_AUa\ C.vmlv\,r..\.mma. wa\r\vﬂwﬁmr Uﬂ\w.\.r.\._).m > { DESA/KEL CZMW)\X@F DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL SUMLAH AKHIR

1 ) 3 4 s 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19

1 NAMA PASANGAN CALON

2 NAMA PASANGAN CALON

B. {JUMLAH SELURUH SUARA SAH

( JUMLAH SUARA TIDAK SAH

D JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK

NAMA/TANDA TANGAN PPK

3 4

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKS! PASANGAN CALON

1.

(Nama saksi)

2. (Nama saksi)

(Tanda tangan) (Tanda tangan)

idih.kpu.go.id/ntb




MODEL
DA2-KWK

CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018

Kecamatan

Kabupaten/Kota %)

Provinsi

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Saksi*) sebagai berikut:

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
KETUA
SAKSI,

) Coret yang tidak perlu

Keterangan :

1. Apabila terdapat Kejadian Khusus, dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK;

2. Apabila terdapat pernyataan Keberatan Saksi, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi
dan Ketua PPK pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan,;

3. Apabila tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau pernyataan Keberatan Saksi, wajib dicatat dengan
kalimat ‘NIHIL dan ditandatangani olch Ketua PPK.

idih.kpu.go.id/ntb




MODEL
DA3WK

BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DARI TPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

Pada hari ini ................. tanggal ... bulan ......... 621 5 £ | g , Panitia
Pemilihan Kecamatan menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil Pemungutan
dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS darti:

TPS N 0 o o s/d Nomor .........c.ovveeen.
Desa/Kelurahan?) i 55 8 T 4 5 4 5 8 oSS TSRS
Kecamatan 2 e 55 1 1 B SREIEY 129 1§ § PR TSR R P TR
Kabupaten/Kota*) D mermn oo o ook 4§ SRS §E 5§ 3 USHEOR § § L DORAASY § 1 § ORARSON 4K
Provinsi g s K 4 S . e 7 & et 14

yaitu berupa :

Dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri darti:
A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi:

No Formulir I Keterangan
e \ Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
1 Berhologram ! il
Mokl LA TR | Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS. ,
Berhologram B 1
' I
2. Model C1.Plano-KWK Catatan Hasil Penghitungan Perolechan Suara di TPS. ‘
Berhologram

Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
Model C3-KWK | Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.

1 Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara, meliputi:
| Model C-KWK, dan Model C1-KWK kepada Saksi dan PPL/Pengawas

3. | Model C2-KWK

5. Model C5-KWK

TPS.

6. | Model C6-KWK ‘Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7. | Model C7-KWK | Daftar Hadir Pemilih di TPS.
8. | Model A3-KWK Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9. | Model A4-KWK Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
10. | Model A5-KWK ' Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.

' Daltar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang memberikan
11. | Model A Th-KWK ' hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik atau Surat

1 Keterangan.

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.

Dokumen sebagaimana dimaksud diatas beserta alat kelengkapan TPS lainnya dimasukkan ke
dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Demikian Berita Acara di buat dan masing-masing di tandatangani oleh Anggota PPS dan Anggota
PPK.

Yang Menyerahkan Yang Menerima
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(Desa/Kelurahan *) ..............oo ) (Kecamatan ..........oocovviniiininnininninnnnn, )

Cap
QK

(NAMA LENGKAP) (NAMA LENGKAP)

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu

jdih.kpu.go.id/ntb




Perihal

MODEL
DA4WK

SURAT PENGANTAR

Pe]-lyampaian Berlla Acal-a .............................................................
Hasil Rekapitulasi Penghitungan
Suara di Tingkat Kecamatan.

Yth. Ketua KPU Kabupaten/Kota *)

di -

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh

Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan

Kabupaten/Kota *) B 5 5t ey 1§35 5 Provinsi :

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari :

1 | Kotak Suara Hgglvuliggéb}thla;éiifgéﬁ;gﬁiiliﬁgan Suara, meliputi**): f
Model DA-KWK Model DAA-KWK Model DAA.Plano-KWK |
Model DA1-KWK Model DA1.Plano-KWK Model DA2-KWK v‘
Model DA7-KWK J
2 | Kotak Suara hasil Penghitungan Suara di TPS, meliputi**): ]
l
Model C-KWK berhologram Model C1.Plano-KWK berhologran ]‘
Model C1-KWK berhologram Model C2-KWK '
Dihimpun per-desa (kelurahan) I
3 | Kotak Suara berisi data Pemilih dan Daftar Hadir TPS, meliputi**):
Salinan DPT (Model A3-KWK) DPPh (Model A4-KWK)
DPTb (Model A.Th-KWK) Daftar hadir (Model C7-KWK)
Dihimpun per-desa (kclurahan) o ] |
4 | Kotak Suara berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS, meliputi**):
Surat suara semua TPS
Formulir di tingkat TPS :

YANG MENYERAHKAN, YANG MENERIMA,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KPU KABUPATEN/KOTA ¥*)
(NAMA LENGKAP) (NAMA LENGKAP)

*) Coret yang tidak perlu
**) Contreng pada kotak yang disediakan (V)

Catatan :

1. 1 (satu) rangkap untuk PPK.

2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.

jdih.kpu.go.id/ntb




MODEL
DASWK

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2018
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA *)
PROVINSI
Ne Nama Saksi dari Pasangan Calon Tanda tangan
/Panwas kecamatan
T Nama Pasangan Calon T
2. | Nama Pasangan Calon 2
|
Do | s einie vnse manminse s Panwas Kecamatan TN
‘ | |

Yang Menyerahkan
Ketua PPK .................

(Nama Lengkap)

jdih.kpu.go.id/ntb




PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

MODEL
KECAMATAN.....coooviiiiiiooeo DA6-KWK
KABUPATEN. ..o
PROVINSI oo
I Telp. oo
Penhal : Ul.ldangarl Rap’dl RC1<31[JILLlIaSl .......................... J PRS0 Belaieeeigiee § ¥ eieneie e 0 eiew pieiEeTs

Hasil Penghitungan Suara
Di Tingkat Kecamatan.

Yth. 1. Ketua dan Anggota PPS Di
Wilayah Kecamatan ............ ...
2. Saksi Pasangan Calon ...............
3. Panitia Panwas Kecamatan ..................

di -

Panitia Pemilihan Kecamatan mengundang  untuk hadir pada rapat pleno
rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan
Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota “) di tingkat kecamatan yang dilaksanakan
pada:

Hari e
Tanggal o 4 PR 4§ UL 5 2 w ey
Pukul R O—————
Tempat/Alamat : ...

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap Saksi pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan
Calon.

b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat
mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat
kabupaten/kota kepada PPK.

c. Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang.

d. Apabila Rekapitulasi dilakukan secara paralel, Pasangan Calon dapat menghadirkan
Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara
bergantian.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
KETUA

Tembusan :

Ketua KPU Kabupaten/Kota *) ...

idih.kpu.go.id/ntb




DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI

MODEL
DA7-KWK

HASIL

PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

Kecamatan i
Kabupatan /Kot = 1isssssmmsemsamesesnrrren
ProvinsSi
INSTANSI/LEMBAGA
No Nama JORGANISASI TANDA TANGAN

Tanda Tangan

idih.kpu.go.id/ntb
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MODEL
DB-KWK

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

Pada hari ini ...l tanggal . bulan ...l tahun
......................... , KPU Kabupaten/Kota *) ..............cooeveviiiineieno... melaksanakan rapat pleno
rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur / Bupati Dan Wakil
Bupati / Walikota Dan Wakil Walikota *) bertempat di ©o.oooooii

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati
dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta
diawasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota*) ..., untuk melaksanakan
rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *).

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data dari seluruh
kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota*) dalam formulir Model DA1-KWK, serta dituangkan
dalam formulir Model DB1-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ....... (e ) rangkap yang masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota *) serta Saksi dari Pasangan Calon
yang hadir.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap didalam kotak untuk KPU Provinsi;

2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota*);

- T (vereiee e ) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon;
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota*).

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

No. Nama Jabatan Tanda Tangan
1, Ketua
Lo,

> m e 2 3 5.5 5.0 1 0 R0
35 Anggota

o <R
b Anggota G
3 Anggota 5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. 2.

Nama SaksSi: coooovivviviiiiin. Nama Saksi: ..o,

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu.

jdih.kpu.go.id/ntb




SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK

MODELDBI1-KWK

Halaman 1
RABUPATENIROTAY] e sy s s i e o e o s B 4 S 3 s i B
PROVIIESE R i e i e e £ S S S R S S 1 R S e S s
NO. URAIAN RINCIAN
A DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN IMLAH
1 2 _ 3 & 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 172 18 19
A.1 |DATA PEMILIH
LK
1. Pemitih Dalam DPT (Model A3-KWK) PR
JML
1
2. Per dalam DPPh (Model A4-KWK)| PR
ML
N LK
3. Pemilih lam DPTb/KTP-el/ PR — —
Surat Keterangan (Model A.Th-KWK) ™I
LK
4 milih (1+2+3) PR
A2 NA HAK PILIH -
i hak pilih dalam DPT 1 . B
2 pilih dalam DPPh
3 ha hak pilih dalam
gguna KTP-el/
crangan
4 1 pengguna Hak Pilih I O——
NO. URAIAN RPINCIAN
5. [DATAPE MILIH DISABILITAS/ PENYANDANG CACAT KECAMATAN KECAMATAN (ECAMATAN KECAMATAN b KEC. TAN KECAMATAN KECAMATAN
1 2 4 S 6 7 8 ) 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 [Pem 1s/penyandangcacat
, /penyvandang cacat yang =—
: ilih
- ) JML

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA

3

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

_L

1. (Nama saksi)

2. (Nama saksi)

(Tanda tangan)

1 langan)
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...... ISNIAO¥Md

V.LOM/NHLVdNEGVY
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KABUPATEN /KOTA*)

PROVINSI

NO. URAIAN RINCIAN
A DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH KECAMATAN | KECAMATAN IATAN | KECAMATAN KECAMATAN | KECA! KECAMATAN | KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN UMLAH ARHIR
1 2 [iis 4 5 6 7 8 9 ¥ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A.1 |DATA PEMILIH
LK B
1. Pemilih Dalam DPT (Modef A3-KWK) PR
JML
LK
2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK) PR
JMI
" LK
25 PR
JML
LK o
4. PR o
JML
A.2 {PENGCGCGUNA HAK Y
2 DPPh T o
3 Pengguna hak pilih dalam LK o 1
DPTh/pengeunak Tt PR a
Surat Keterangan JML o =
. el LK =
Jumlah sel penggur o
J ML -
= . (@)
NO URAIAN RINCIAN ﬂu..
5 DANGCACAT AMATAN AMATAN | KECAMATAN —
1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ¢
LK i
Pemilik ¢ /penvandangcacat PR <
JML hoj
> i 5/ candane cacat va Li
> Pemilih disab’ s/penvandang cacat yang ==
menggunakan hak pilib L
NAMA/TANDA TANGAN KABUPATEN/KOTA
1 3

B

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

2. (Nama sak

(Tanda tangan)

(Tanda tangan)




MODELDBI1-KWK

KABUPATEN/KOTA*) Halaman 2
PROVINSI
NO. URAIAN
- Qi {ECAMATA! KECAD KE! ATAN KEC/ ! {ECAN ) {EC, AD {ECAMAT! {ECAMAT/ E ¥
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA KECAMATAN KECAM KECAMATA! KECAMATAN KECAMATAN MATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan
1 2,5% (2+3+4)
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena
2 .
rusak dan/atau keliru coblos
3 Jumlah s S
sisa surat 1+ cadangan
4 |Jumlah surat suara yang digunakan
NO URAIAN IAN
D RINCIAN PEROLEHAN SUARA SANGAN KECAMATAN KECAMATAN (ECAMATAN KECAMATAN {ECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN TAMATAN KECAMATAN
- CALON
1 2 3 4 5 <) il 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 NAMA PASANGAN CALON
2 NAMA PASANGAN CALON
SUARA SAH
i SUARA TIDAK SAH
G JRUH SUARA SAH DAN SUARA
%

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/K(O)

: g

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI

PASANGAN CALON

1. (Nama saksi|

2. {Nama saksi)

nda tangan|

(Tanda

idih.kpu.go.id/ntb




KABUPATEN /KOTA*)

MODELDBI-
Halaman 2

KWK

PROVINST B s s s e s 5 A R S S SR
NO URAIAN RINCIAN
e DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA ;JUMLAI 1' KECAMATAN | KECAMATAN [ KECAMATAN KECAMATAN | KECAMATAN | KECAMATAN | KECAMATAN | KECAMATAN | KECAMATAN [ KECAMATAN [ KECAMATAN | KECAMATAN | KECAMATAN
PINDAHAN . . 5 AKHIR/ PINDAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L 12 13 14 15 16 17 18
_ |Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan
D losw (2+3+4)
5 [Jumlah suratsuara dikembalikan oleh pemilih karena
“ {rusak danjatau keliru coblos
. |Jumlah surat suara yang tidak digu 1 termasuk
¥ |sisa surat suara cadangan
4 |Jumlah surat suara yang digunakan
NO URAIAN RINCIAN
5 RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN JUMLAH KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN JUMLAH
CALON PINDAHAN - . AR/ PINDAHAN
T 2 3 4 5 65 7 8 9 10 11 12 13 14 i5 16 6 18
NAMA PASANGAN CALON
2 NAMA PASANGAN CALON
JUMLAH SELURUH SUARA SAH
¥  |JUMLAH SUARA TIDAK SAH
a JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA
" sAH(E+ R

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA

1

(Nama saksi)

(Tanda tangan)

{Tanda tangan)

jdi
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KABUPATEN /KOTA*| e et Halaman 2
PROVINSI : :

URAIAN RINCIAN

KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAM/ KECAMATAN

NGGUNAAN SURAT SUARA CAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN AMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN JUMLAH AKHIR

2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 p.m wﬂ: 18

Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan
(2+3+4)

Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena

rusak danj/atau keliru coblos

rmasuk

Jumilah surat su g tidak digunakan

sisa surat suara cadangan

nakan

Jumlah surat suara v, dig

NCIAN

URAIAN

ATAN KECAMATAN

RINCIAN PEROLEHAN SUARA KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN

PASANGAN CALON

KECAMATAN KECAMATAN CAMATAN KECAMATAN KECAM/

ECAMATAN

4 S 6 8 9 10 11 12 13 14 15

= 7 17 18
NAMA PASANGAN CALON
NAMA PASANGAN CALON
LAH SUARA
JRUH SUARA SA AN SUARA TIDAK
NAMA/TANDA TANGAN KPPU KABUPATEN/KOTA
1 3 4 5

NAMA DAN NGAN CALON

ANDA TANGAN SAKS

2. (N

Tanda tangan (Tanda tangan)
£

idih.kpu.go.id/ntb




MODEL
DB2-KWK

CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI
DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

TAHUN 2018

Kabupaten/Kota *)

Provinsi

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
RABUPATEN MKOTA®) . s v i omsno s o
SAKS, KETUA

*) Coret yang tidak Perlu

Keterangan :

1. Apabila terdapat Kejadian Khusus, dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;

2. Apabila terdapat pernyataan Keberatan Saksi, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi
dan Ketua KPU Kabupaten/Kota pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota;

3. Apabila tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau pernyataan Keberatan Saksi, wajib dicatat dengan
kalimat ‘NIHIL dan ditandatangani oleh Ketua Kabupaten/Kota.

idih.kpu.go.id/ntb




MODEL
DB3-KWK

BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
DARI KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

Pada hafl I .ocmsmiiismsisi ENETA] sssvsonmmsnissssssssss [ (1 = ¢ R (=1 G B o (— :
KPU Kabupaten/Kota menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dari :

Kecamatan L
Kabupaten/Kota *) P
Provinsi SO —————— —
yaitu berupa :

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara terdiri darti :

1 | Kotak Suara Hasil Rekapitulasi penghitungan Suara, meliputi**):

Model DA-KWK Model DAA-KWK Model DAA .Plano-KWK
Model DA1-KWK Model DA1.Plano-KWK Model DA2-KWK
Model DA7-KWK

2 | Kotak Suara hasil Penghitungan Suara di TPS, meliputi:

a. Model C-KWK berhologram ¢. Model C1.Plano-KWK berhologran
b. Model C1-KWK berhologram d. Model C2-KWK

Dihimpun per-desa (kelurahan)

3 | Kotak Suara berisi data Pemilih dan Daftar Hadir TPS, meliputi:

' a. Salinan DPT (Model A3-KWK) c. DPPh (Model A4-KWK)
b. DPTb (Model A.Th) d. Daftar hadir (Model C7-KWK)

Dihimpun per-desa (kelurahan)
4 | Kotak Suara berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS, meliputi**):
a. Surat suara semua TPS

b. Formulir di tingkat TPS

Dokumen sebagaimana tersebut berada di dalam kotak suara yang tersegel.

Yang Menyerahkan Yang Menerima
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KPU KABUPATEN KOTA
(KECAMATAN ..o ) (KABUPATEN/ KOTAX) . sus s s s svs simos s )

Lap

KPL
Kab/Kota

(NAMA LENGKAP) (NAMA LENGKAP)

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu
**) Contreng pada kotak yang disediakan (V)

jdih.kpu.go.id/ntb




MODEL
DB4-KWK

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara  ceereeeeeeeeeeeei e e
Hasil Rekapitulasi Penghitungan
Suara di Tingkat Kabupaten/Kota.

Yth. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh¥)
di -

Bersama ini disampaikan dokumen rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
di:

Kabupaten/Kota *)

Provinsi

Dokumen dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota, terdiri dari :

1 | Model DB-KWK
Model DB1-KWK
Model DB2-KWK
Model DB3-KWK
Model DB5-KWK
Model DB6-KWK
Model DB7-KWK

QU jWwinN

Dokumen tersebut pada Angka | sampai dengan angka 6 berada di dalam sampul yang disegel dan
dimasukkan kedalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

YANG MENYERAHKAN, YANG MENERIMA,
KPU KABUPATEN/KOTA KPU PROVINSI
(KABUPATEN /KOTA ) ..\, D,
(NAMA LENGKAP) (NAMA LENGKAP)

*) Coret yang tidak perlu
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MODEL
DB5-KWK

TANDA TERIMA

PENYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2018

KABUPATEN/KOTA¥)
PROVINSI
No Nama Saksi Pafsangan Calop/Bawas]u Tands tangai
Kabupaten/Kota
T Tr— Nama Pasangan Calon ! 1o s s ¢ sommns + ¢ samsass
2y | e nessumns s s eum Nama Pasangan Calon Divsann + v 5 g oswn v 1 1. 55
3. Bawaslu Kabupaten/Kota Dl + v« omseomsrovs s o vz » « » sz

*) Coret yang tidak perlu

Yang Menyerahkan
Ketua KPU Kabupaten/Kota

(Nama Lengkap)

idih.kpu.go.id/ntb




KPU KABUPATEN/KOTA MODEL
DB6-KWK

KABUPATEN / KOTA. ..o\ oo
PROVINSL. ...ttt
JL oo Telp. cvvovvoieeee,

Nomor @
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara
Di Tingkat Kabupaten/Kota.

Yth. 1. Ketua PPK
Di Wilayah Kabupaten/Kota*)
2. Saksi Pasangan Calon ...................
3. Bawaslu Kabupaten/Kota*)

di -

KPU Kabupaten/Kota *) ..................... mengundang untuk hadir pada rapat pleno
rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan
Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota *) di tingkat Kabupaten/Kota yang
dilaksanakan pada:

Hari | s e ns 5 RN 6 R0 E S0 GRS £ 6 4 B
Tanggal e
Pukul TP
Tempat/Alamat : ...

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap Saksi Pasangan Calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan
Calon.

b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat
mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat
kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten /Kota.

c. Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan
ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara.

..........................................................................

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ¢ KOTA®) . o sowes i smmis 15 o
KETUA

(Nama Lengkap)
*) Coret yang tidak perlu
Tembusan :

Ketua KPU Provinsl ...oooie e
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MODEL

DB7-KWK
DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018
Eabupalen/Kotd = s
Provinsi
_ | INSTANSI/LEMBAGA
No Nama JORGANISASI TANDA TANGAN

Tanda Tangan
Ketua KPU PROVINSI

idih.kpu.go.id/ntb




HASIL REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018

MODEL DB8-KWK

: Halaman 1
(diisiberdasarkan formulir Model D2-KWK)
TANGGAL/BULAN/TAHUN: 3 oo m s e s v s
KABUPATEN/KOTA¥*)
PROVINSI
NO. KETERANGAN RINCIAN
I RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6 DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL JUMLAH
........................ PINDAHAN
1 2 3 4 5 6 s 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENINGGAL DUNIA

PINDAHALAMAT

TIDAK DIKENAL

TIDAK DAPAT DITEMUI

LAIN LAIN

JUMLAH RINCIAN PER-DESA/KELURAHAN

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA

idih.kpu.go.id/ntb




TANGGAL/BULAN/TAHUN
KABUPATEN/KOTA*)

PROVINSI

MODEL DB8-KWK
Halaman 2

NO.

KETERANGAN

RINCIAN

RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6

DESA/KEL

DESA/KEL

DESA/KEL

DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL

DESA/KEL

DESA/KEL

DESA/KEL

DESA/KEL

DESA/KEL

DESA/KEL

DESA/KEL

DESA/KEL

DESA/KEL JUMLAH
...... PINDAHAN

2

5

7 8

12

15

16

17 i8

MENINGGAL DUNIA

~N

PINDAHALAMAT

TIDAKDIKENAL

TIDAK DAPAT DITEMUI

LAIN LAIN

JUMLAH RINCIAN PER-DESA/KELURAHAN

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA

idih.kpu.go.id/ntb




TANGGAL/BULAN/TAHUN

MODEL DB8-KWK

*
KABUPATEN/KOTA%) Halaman 3
PROVINSI
NO. KETERANGAN RINCIAN
I RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6 DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL | DESA/KEL JUMLAH AKHIR
X 23 3 4 5 6 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 MENINGGAL DUNIA
2 PINDAH ALAMAT
3 TIDAKDIKENAL
4 TIDAK DAPAT DITEMUI
5 LAIN LAIN

JUMLAH RINCIANPER-DESA/KELURAHAN

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA
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MODEL
DC-KWK

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun
......................... y IPU Provingt ..oe. e s cooy oo s s o s s o THElIEKS@ABKEN rapat pleno rekapitulasi

penghitungan suara Pemilihan Gubernur  Dan Wakil ~ Gubernur  bertempat  di

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disaksikan
oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Bawaslu Provinsi ..............o.cooooooiiiiiiiiiiil.
untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data dari seluruh
Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi dalam formulir Model DB1-KWK, serta dituangkan dalam
formulir Model DC1-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ....... (e ) rangkap yang masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;

P s i (e ) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

No. Nama Jabatan Tanda Tangan
1. Ketua
L s sommn s s s s 1.5
2. Anggota
< S —
35 Anggota 3
4, A te
PR o ——
e Anggota O ren e s s s wamms « e

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. 2

Nama Saksi: ooooovviiiiii i Nama Saksi: ..ooovviiiiiiinin,

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu.

idih.kpu.go.id/ntb
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PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT

MODEL DC
Halaman 1

1-KWK

NO. URAIAN RINCIAN
A DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH PIJ;’JE;M\I;Q:L (\\B/I\OTA RAB‘/“KVF)"X A | KAB/KOTA KAB/KOTA f\\B/l’\OTA KAB/K() TA KAB/KOTA k_AB/KOT/\ K/\B.{.}.\.(A)'i A K}\H.(.l.\'-(.)'l‘/\ KAB/KOTA | KAB/KOTA l\AB./”If(.)TA K.»\B'-/”lj(.(-)'l'/\ ,\Km};]/;)\;;\l,‘;;:\') .
1 2 ] 3 4 S 6 7 8 9 10 El 12 13 14 15 16 17 18 19
A.1 |DATA PEMILIH
LK
1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK) PR
JML
LK
2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK | PR
JML
3. Pemilih dalam DPTh/KTP-el/ ;)::
Surat Keterangan (Model A.THh KWK)
JML
LK i
4 Jumlah Pemilih (1+2+3) | PR
IML -
3GUNA HAK PILIH ]
LK
1. Pengguna hak pilih dalam DPT PR
JML ]
LK
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh PR
JML
3. Pengguna hak pilih dalam LK
DPTh/pengguna KTP-ei/ PR
Surat Ket ngan JML
LK B
: PR B
JML
NO URAIAN RINCIAN
B DATA PEMILIH DISABILITAS/ PENYANDANG CACAT P]l;}\[[:’l\l};\::—; KAB/KOTA KAR/KOTA | KAB/KOTA KAB/KOTA KAB/KOTA I-\'&Hv/“Fv(:()T/\ K'\Hv/”!.\'()T:\ KAB/KOTA KAB/KOTA K »\B/VK.( )TA | KAB/KOTA KAB/KOTA | KAB/KOTA A!\v””f"v :\‘\\‘ l: ‘\ln,\”\
1 2 3 4 5 6 & 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
LK
i Perniliti disabilitas/ penyandang cacat PR
JML
LK
2 cat yang PR
JML

NAMA /TANDA TANGAN KPU PROVINSI

3

4

n

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

(Nama saksi)

2. (Nama saksi)

(Tanda tangan)

(Tanda tangan)

idih.kpu.go.id/ntb




PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT

MODELDCI1-KWK
Halaman 1 ......

NO. URAIAN
% (A XOT \ KOTA NAB/KOTA KAB/KOTA KAB/KC KAB/KOTA KAB/KOT KAB/KOTA KAB/KOTA KA {OT/ KAB/KOTA {/ OT. { O] (AB/KOT.
A DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH KAB/ROTA | KAB/ROTA | RAB/ /K RAB/ / /ROT / / B/KOTA | RAB/ROTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | ) 0 aknie
1 2 _ i § 4 6 T 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A1 | DATA PEMILIH
LK
1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK) PR
JMi
LK
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JML
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NO. URAIAN RINCIAN 2
. - K KOT AB/K / AB/KOT! KAB/KOTA A OTA £ 3 A A AB/ K¢ b o7 KAB/ & / KARB/F A -
B DATA PEMIL SNYANDANG CACAT KAB/KOTA KAB/KOTA KAB/KOTA KAB/KOTA KAB/KOTA KAB/K A KAB/KOTA KAB/KOTA KAB/KOTA KAB/K A KAB/KOTA KAB/KOTA AKHR
1 2 3 4 5} 7 8 9 10 11 12 13 14 is 16 17 18 19 o =pee
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1 g cacat PR
JML
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NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI
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NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

+ saksi)

(Tanda tangan)
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MODEL DC1-KWK

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (Nama saksi) 2. (Nama sakst)

) ) Halaman 2
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
NO. URAIAN RINCIAN
£, DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA KAB/KOTA KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA
i 2 4 S 6 il 8 9 10 11 12 13 _A. Hw Nm wﬂ :
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan
2 . .
k dan/atau keliru coblos
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk
h sisa surat suara cadangan
4 surat suara vang digunakan
NO. URAIAN
5 RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN KAB/KOTA KAB/KOTA | KAB/KOTA KARB/KOTA KAB/KOTA | KAB/KOTA KAB/KOTA KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA KAB/KOTA KAB/KOTA
o CALON E s I G meen F wem ] oz | mmw g . .
1 2 3 4 s 3 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17
1 NAMA PASANGAN CALON
2 NAMA PASANGAN CALON
2. | LAH SELURUH SUARA SAH
E; IDAK SAH
2
_URUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK c
.
~
o
—
NAMA /TANDA TANGAN KPU PROVIT o.
_.ﬂ X - O
>
@]
4
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MODEL DC1-KWK
Halaman 2 .......

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT E—
NO. URAIAN RINCIAN
= DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA JUMLAH KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA JUMLAH
_— " P . ST . R T T e R SRS - W, (R Par S  SR— AKHIR/PINDAHAN
1 2 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 18
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan
2,5% (2+3+4)
3 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena
rusak dan/atau keliru coblc
3 Jumlah surat suara vang tidak digunakan termasuk
sisa surat suara cadangan
4 |Jumlah surat suara yang digunakan
NO. URAIAN RINCIAN
5 RINCIAN PERC iAN SUARA PASANGAN KAB/KOTA AB/KOTA KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA MLAH
o CALON R
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 i3 14 15 16 17
1 NAMA PASANGAN CALON
2 NAMA PASANCAN CALON
E. |[JUMLAH SELURUH SUARA SAH
F. |JUMLAH SUARA TIDAK SAH
a JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK
¥

SAH (E + F)

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI

_‘_

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1.

2. {(Nama saksi)

(Tanda tangan)

(Tanda tangan)
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MODEL DCI1-KWK

Halaman 2

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NO. URAIAN RINCIAN
. TA PENGE S - JUMLAH KAB/KOTA KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KO' (AB/KOTA | KAB/KOT? {/ NOT? A KOT? {
c. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA I \ RABPROTA | Al LK \ ’ /K / / .\ | kel \7 A | BABIROTA | KAB/ROEA, | KAB/KOTA: | KABJKOTA| s sioniise
1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 17 18
3 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan
2,5% (2+3+4)
5 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pe: irena
-usak dan/atau keliru coblos
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk
“  |sisa surat suara c: ngan
4 |Jumlah surat suara vang digunakan
4
NO URAIAN RINCIAN
RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN KAB/KOTA KAB/KOTA | KAB/KOTA KAB/KOTA KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA KAB/KOTA KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA
. CALON 4 JUML,
1 2 4 s o 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 NAMA PASANGAN CALON
2 NAMA PASANGAN CALON
E. |JUMLAH SELURUH SUARA SAH
F. |JUMLAH SUARA TIDAK SAH m
N LURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK c
G ) ~
. e
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI ﬂOv.
| [ I 5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON m
1. (Nama saksi) 2 amsa saksi) o

{Tanda tangan) (Tanda tangan




MODEL
DC2-KWK

CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TNGGARA BARAT TAHUN 2018

Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Saksi sebagai berikut **):

YANG MENGAJURAN REBERATAR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SAKSI, NUSA TENGGARA BARAT,
KETUA

LALU AKSAR ANSORI

) Coret yang tidak perlu

Keterangan :

1. Apabila terdapat Kejadian Khusus, dicatat dan ditandatangani oleh Ketua Provinsi;

2. Apabila terdapat pernyataan Keberatan Saksi, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi
dan Ketua KPU Provinsi pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Provinsi;

3. Apabila tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau pernyataan Keberatan Saksi, wajib dicatat dengan
kalimat ‘NIHIL dan ditandatangani oleh Ketua Provinsi.

idih.kpu.go.id/ntb




BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN MODEL
SUARA DARI KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN DC3-KWK
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

Pada hari ini .................. EREEA] .. onviaasisisanie [ £121¢:5 5 [——————————— tahun ................... ,
KPU Provinsi menerima dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari:

Kabupaten/Kota *) D s R ST BRSO RS ¥ 1 1) §§
Provinsi . Nusa Tenggara Barat

yaitu berupa :

1 Model DB-KWK

Model DB1-KWK

2 | Model DB2-KWK

3 | Model DB3-KWK

4 | Model DB5-KWK

5 | Model DB6-KWK

6 | Model DB7-KWK

Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 berada didalam
sampul yang disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan Yang Menerima
KPU KABUPATEN /KOTA KPU PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT

LALU AKSAR ANSORI

(NAMA LENGKAP)

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu

idih.kpu.go.id/ntb




MODEL

DC4-KWK
DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018
Provinsi - Nusa Tenggara Barat
No Nama INSTANS1/ LEMBAGA/ TANDA TANGAN

ORGANISASI

idih.kpu.go.id/ntb

Tanda Tangan
Ketua KPU Provinsi

(LALU AKSAR ANSORI)




MODEL
DC5-KWK

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

SAKSI PASANGAN CALON / ‘
el NAMA BAWASLU PROVINSI TANDA TANGAN

Nama Pasangan Calon | .

Nama Pasangan Calon |

BAWASLU PROVINSI [ o s ctenos s sniih 098 RV A6

Yang Menyerahkan

Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat

LALU AKSAR ANSORI

idih.kpu.go.id/ntb




MODEL
DCo-KWK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSINUSA TENGGARA BARAT

.............................................................

NOMIOT | eoscovnsmms s i s Seups  svass s sauvs § s
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara
Di Tingkat Provinsi.

Yth. 1. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota*)
Di wilayah Provinsi
Nusa Tenggara Barat
2. Saksi Pasangan Calon ...................
3. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat

KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat mengundang untuk hadir pada rapat pleno
rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat
Provinsi yang dilaksanakan pada:

Hari O
Tanggal S
Pukul | ST 0 ¢
Tempat/Alamfal | cosevemmmpmmmsssmme

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur hanya dapat menjadi saksi

| untuk 1 (satu) Pasangan Calon.

1 b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat
mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Ketua Tim Kampanye tingkat
Provinsi kepada KPU Provinsi.

c. Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan
ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai pescrta Rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara.

| MAatararm, o.o.ovee coeeeneens
{

{

{

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT
1 KETUA

(LALU AKSAR ANSORI)

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan :
Yth. Ketua KPU RI di Jakarta

jdih.kpu.go.id/ntb




REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI gOUmrl_qu _ﬁ):m
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 INK::»:‘H

(diisi berdasarkan formulir Model DB8-KWK)

TANGGAL/BULAN/TAHUN :

PROVINSI
NO KETERANGAN RINCIAN
- oo e KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA RAB/KOTA
I RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6 o o ’ N R/ PINDAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MENINGGAL DUNIA

2 PINDAH ALAMAT

TIDAK DAP.

2 LAIN LAIN

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI
SA TENGGARA BARAT

idih.kpu.go.id/ntb




TANGGAL/BULAN/TAHUN :

Nusa Tenggara Barat

ﬁ

~ MODEL DC7-KWK *
]

PROVINSI Halaman 2
NO. KETERANGAN RINCIAN
I RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6 LMWVJ}M‘“( KAB/KOTA | KAB/KOTA KAB/KOTA KAB/KOTA KAB \ KOTA KAB/KOTA KAB/KOTA m\(\rm‘\ KOTA | KAB/KOTA KAB/KOTA KAB/KOTA | KAB/KOTA KAB \ _.AOH,» Fbm\:..x.o._.}
i 2 3 4 5 6 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 MENINGGAL DUNIA
2
3 “NAL
4 TIDAK DAPAT DITEMUI
5 LAIN LA
JUMLAH RINCIAN PER-KAI “N/KOTA
NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI
N NUSA TENGGARA BARAT
1 2 3 4 5

idih.kpu.go.id/ntb




TANGGAL/BULAN/TAHUN :

PROVINSI

Nusa Tenggara Barat

" MODEL DC7-KWK

Halaman 3

NO.

KETERANGAN

RINCIAN

RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6

KAB/KOTA

KAB/KOTA

KAB/KOTA

KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA | KAB/KOTA

KAB/KOTA

KAB/KOTA

KAB/KOTA

KAB/KOTA

KAB/KOTA

KAB/KOTA

KAB/KOTA

JUMLAH
AKHIR/PINDAHAN

2

w

4

5

7 8 9 10

11

12

13

14

16

17

18

MENINGGAL DUNIA

(S}

PINDAH ALAMAT

IDAK DIKENAL

JAK DAPAT DITEMUI

U

JUMLAH RINCIAN R-KABUPATEN/KOTA

NAMA/TANDA TANGAN KPU PROVINSI
NUSA TENG(C A BARAT
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